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Bagian 1

Pendahuluan dan
Gambaran Umum



N\ |ndonesia sendirt memiliki sumber daya batu bara lebih dari
143 miliar ton yang menjadi modal strategis dalam menjaga
ketersediaan energi jangka panjang, sekaligus mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional.

Tr1 Winarno

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM



Hulu Hilir Industri Batu Bara 6

Drying / High Quali :
"I Upgrading 1"( ol combustion
DREY 2

APPLICATION
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Reqgulasi Terkait 7

@ Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara S.T.D.T.Jndang-undang (Uu) Nomor 2 Tahun
2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintanh Nomor 96 Tahun 2021 Tentang PelaksanaanKegiatan UsahaPertambangan Mineral Dan Batubara S.T.D.T.D
@ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2021 Tentang PelaksanaanKegiatan UsahaPertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan PerpajakanDan/Atau PenerimaanNegara Bukan
Pajak DiBidang UsahaPertambangan Batubara S.T.D.T.[Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang PerlakuanPerpajakanDan/Atau PenerimaanNegara Bukan Pajak Di
Bidang UsahaPertambangan Batubara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang PendelegasianPemberian Perizinan BerusahaDi Bidang
Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri KeuanganNomor 194/Pmk.03/2012 Tahun 2012 Tentang Tata CaraPemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak
Penjualan Dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas BarangMewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya
PengusahaanPertambangan Batubara Generasil

Keputusan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor 268.K/Mb.01/Mem.B/2025 Tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan
Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam Dan Batubara

ORI COREROREENO
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Istilah Dalam Dunia Pertambangan Batubara 8

Istilah Keterangan

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Kontrak perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan (B to G)untuk melakukan

Batubara (PKP2B) kegiatan UsahaPertambangan.

|zin Usaha Pertambangan /Khusus (IUP/IUPK) |zin yang dikeluarkan pihak pemerintah untuk melaksanakanusahapertambangan. IUPK
juga diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainyapelaksanaanKontrak Karyaatau
PKP2B

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Dokumen kegiatan usahapertambangan yang berisikan rencanatahun berjalan serta

realisasitahun sebelumnya.

Overburden (OB) Lapisantanah penutup (Top solil, sub soil,lapisan tanah inti) di atas bahan galian.

Top Soll Lapisantanah teratas yang kayaakan unsur hara.

Pit Lokasi situspenambangan.

Coal Getting Kegiatan mendapatkan batubara dari dalam tanah sehingga siap untuk diangkut.
Hauling (OB/Coal) Kegiatan memindahkan overburden/ batubara ke lokasi lain.

Loading (OB/Coal) Kegiatan memuat overburden/ batubara ke alat angkut (untuk batubara, ke barge atau

mother vessel).

S/R (stripping ratio) Perbandingan antara overburden yang dikupas dengan batubara yang didapat.

1 WWWpajakgOld



Istilah Dalam Dunia Pertambangan Batubara 9

Istilah Keterangan

Bank/Loose Cubic Meter (BCM/LCM) Satuanyang dipakai untuk mengukur volume overburden.

Coal Cleaning Kegiatan pembersihan batubara dari unsur lain.

Coal Crushing Kegiatan penghancuran batubara ke ukuran yang lebih kecil dan halus (fines coal)
Stockpile

Run of Mine (ROM) Stockpile tempat penampungan sebelum proses crushing

FC Stockpile tempat penampungan batubara fines coal.

Harga Batubara Acuan (HBA) Harga yang ditetapkan berdasarkanrata-rata indeks harga batubara pada bulan

sebelumnya digunakan untuk formulasi HPB.
Harga Patokan Batubara (HPB) Harga yang ditetapkan pada suatu titik serah penjualan secaraFOB.digunakan sebagai

harga batas bawah dalam melakukan pembayaran iuran produksi oleh IUP/IUPK.
Domestic Market Obligation (DMO) Penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (untuk penyediaan tenaga listrik

untuk kepentingan umum) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, yangharus dipenuhi

oleh Pemegang IUP/K, PKP2B yandelah berproduksi

www.pajak.go.id




Istilah Dalam Dunia Pertambangan Batubara 10

Istilah

Kontrak Basah Pengusahaan Batubara

Keterangan

Kontrak antara PerusahaanPemegang Konsesidengan Perusahaan Jasaermasuk

didalamnya biaya penggunaan Bahan Bakatr.

Kontrak Kering Pengusahaan Batubara

Kontrak antara PerusahaanPemegang Konsesidengan Perusahaan Jasa TANPA

penggunaan Bahan Bakar (Bahan Bakadisediakan PerusahaanPemegang Konses)

SCoTA (Standard Coal Trading Agreement)

Kerangkakontrak standar yang mendefinisikan kerangka komersial, spesifikasiteknis, dan

ketentuan pengiriman (misalnya, FOBatau DES/DAP)untuk pengiriman batubara curah.

Certificate of Analysis (CoA)

Dokumen yang dikeluarkan surveyor independen atau laboratorium tes yang didalamnya

memuat rincian properti fisik dan kimiawi dari Batubara.

Tingkat Kalori (Calorific Value)

Jumlahkalori (energi panas) yang dihasilkan oleh pembakaran sempurna satu satuan

massa(berat) atau volume suatu Batubara dalam satuan kcal/kg

Total Moisture (TM)

Total keseluruhan kandungan air yang terdapat di dalam batubara (%). Makin Tinggi Total

Moisture makin rendah Tingkat Kalori

Kadar Abu (Ash)

Persentaseresidu material anorganik atau mineral yang tersisa setelah batubara dibakar

sempurna. Makin Tinggi Ash makin rendah Tingkat Kalori

Kadar Belerang (Sulphur)

Kadar Belerang dalam Batubara. Dapat berupa Sulphur Organik atau Sulphur Anorganik

1 WWWpajakg0|d



Sebaran Perizinan Pertambangan Batubara 11

_ Jumlah Izin
Kegiatan
IlUP PKP2B IUPK
Eksplorasi 5 2 0
Operasi Produksi 1.131 81 I
Jumlah 1.136 83 7
Kepres No. 49/1981 Kepres No. 75/1996 Kepres No. 21/1993
A PKP2BGenerasil A PT.Mantimin Coal Mining, A PT. BCS,
A PT.Arutmin Indonesia, A BaraPramulyaAbadi, A BantalaCM,
A PT. BHPKendilo Coal A PT.Generalindo Prima Coal, A Antang Gunung Meratus,
Indonesia, A Wahana barata Mining, A Jorong Barutama,

A PT.Kaltim Prima Coal, A EkasatyaYanatama A Borneo Indobara
A PT.Kideco Jaya Agung, A Lianganggang Cemerlang,
A PT. Adaro Indonesia, dan A Sinarindo Barakarya
A PT.BerauCoal A Adibara Bansatra

A Bukit Kalimantan Indah,

A PT.SenamasEnergindo Mulai,

A PT. Kalimantan Energi Lestari.

www.pajak.go.id




Kegiatan Pengusahaan Tambang Batubara

EKSPLORASI

Penyelidikan Studi
Umum

Pencarianawal potensi
endapan batubara
melalui studi literatur,
pemetaan geologi, dan
survei lapangan.

Penambangan

Kelayakan Tahap produksi yang

mencakup land
clearing, pengupasan

tanah penutup

(overburden),
penggalian batubara,

4“#
AVAVAVAVA ’4 A
0 oJl
Y

Analisisteknis dan
ekonomis serta
penyusunan dokumen
lingkungan (AMDAL)
dan rencana

pascatambang. serta pemuatan dan
pengangkutan ke
Eksplorasi Konstruksi stockpile.
Penyelidikan rinci untuk Pembangunan
infrastruktur

memastikan data
cadangan, kualitas,
sebaran, dan kelayakan
teknis melalui
pengeboran dan
sampling.

pendukung, seperti
jalan tambang,
kantor, fasilitas
pengolahan, dan
pelabuhan.

OPERASI PRODUKSI

Pengangkutan
dan Penjualan

Distribusi batubara
dari stockpile ke
pelabuhan,
pengapalan ke
pembeli, dan aktivitas
penjualan.

Pengolahan dan
Pemurnian

Peningkatan kualitas
batubara melalui
proses peremukan,
pencucian, dan
pencampuran sesuai
kebutuhan pasar.

12

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pemulihan fungsi lingkungan
dan sosial melalui penataan
lahan, revegetasi, dan
pemantauan jangka panjang
setelah tambang ditutup .

www.pajak.go.id



Pengusahaan Tambang Batubara (1) 13

. - . % Top Soll Overburden Rehabilitation
Ope n P|t M N |ng Re-placement Dumping Reclamation
Top Soil +
Land Clearing Overburden
Ry

Tahap Eksplorasi

Perizinan, FS, Amdal,
RencanaPenambangan
J Overburden
. Removal
Top Soil Removal . . - -
P e Coal Drilling and Blasting Mine Stockpile
Coal Getting
Coal
Hauling
Coal
Shipment

FC Stockpile ROM Stockpile

Loading Crushing

*Jenis tambang yang lazim ditemui di Indonesia

www.pajak.go.id




Pengusahaan Tambang Batubara (2) 14

Making Tunnel
Opening

Coal Extraction
Coal Getting

Longwall machine
Tunnel shafting and roofing

Tahap Eksplorasi
Perizinan, FS, Amdal,
RencanaPenambangan

Top Soil and Overburden _ _
Removal Mine Stockpile

Land Clearing
Top Soil Removal

Coal
Shipment

FC Stockpile

ROM Stockpile

Loading Crushing

*Jenis tambang yang lazim dipakal perusahaandari Tiongkok

www.pajak.go.id




Skema Penjualan Batubara

IUP/PKP2B/IUP
K

IUP/PKP2B/IUPK

IUP/PKP2B/KK/
IUPK

15

Domestik PLN

- Domestik Lainnya

Ekspor

Domestik Smelter

Domestik PLN

Domestik Lainnya

www.pajak.go.id



Bagian 2

Kewajiban Perpajakan WP
Sektor Pertambangan Batubara



Wajib Pajak Bidang Usaha Pertambangan Batubara 17

1. Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B)

2. Pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP)
A Badan Usaha;
A Koperasi; atau
A PerusahaanPerseorangan

3. Pemegang ljin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK)
A BUMN
A BUMD
A Badan UsahaSwasta

4. Pemegang IUPK Perpanjangan PK2PB

5. Pemegang ljin Pertambangan Rakyat (IPR)
A OrangPerseorangan
A Koperasi

6. Pemegang ljin Usaha Pengangkutan dan

Penjualan

A BadanUsahg

A Koperasi atau

A PerusahaanPerseorangan

Pemegang Izin Usaha JasaPertambangan
A BUMN,

A badan usaha milik daerah,

A Badan Usaha Swasta,

A Koperasi, atau

A Perusahaan perseorangan

Wajib pajak rekanan dan Masyarakat terdampak
tambang

www.pajak.go.id



Penghasilan Bidang Usaha Pertambangan Batubara 18

(1) Yang menjadi objek pajak di bidang UsahaPertambangan merupakan penghasilan yang diterima
atau diperoleh wajib pajak di bidang UsahaPertambangan sehubungan dengan:

a. Penghasilandari usaha; dan
( )

[b penghasilan dari luar usaha, | Penghasilandari luar usahaantara lain berupa
g penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
Jasakepelabuhan

dengan nama dan dalam bentuk apapun. b <

Pasal 4ayat 1 PP 18Tahun 2025

www.pajak.go.id



Penghasilan Bidang Usaha Pertambangan Batubara 19

h————

1l ==

2) Penghasilandari usahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari penjualan/hasil produksinya.

(3) Penghasilandari usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (2) penghitungannya harus
menggunakan harga yang lebih tinggi antara:
a.harga patokan Batubara yang merupakan Harga batas bawah penjualan Batubara pada saat
transaksi, dan
b.harga sesungguhnya atau seharusnyayang diterima atau diperoleh penjual.

(5) Harga patokan Batubara sebagaimanadimaksud pada ayat (3) merupakan harga patokan Batubara
pada saat transaksisesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Mineral
dan Batubara.

Pasal 4ayat 2,3 dan 5 PP 18Tahun 2025
www.pajak.go.id



Aspek Perpajakan Berdasarkan Kegiatan 20

EKSPLORASI

Rangkaian Kegiatan: Pihak yang Terlibat

Pemerintah (Pusat & Daerah) Masyarakat Lokal

K_ementerian Energi danSumber Daya Mingral (ESDM)atau Warga setempat yang wilayahnya dijadikan lokasi
DITEE [SSID1SESTT0EN yang.n?emberlkan 21 Uksele : penyelidikan (berperan dalam perizinan sosial dan
Pertambangan (IlUP)Penyelidikan Umum dan mengawasi memberikan informasi wilayah adat/lokal).

kelayakanwilayah.

Lembaga Penelitian / Akademisi

Penyelidikan Perusahaan Pertambangan (Pemegang IUP) Institus didik ) - " dilibatk
Umum Badan usaha swastaatau BUMN yang memiliki izin resmi T [PEmIElEn (WareEies) vengl ey CllsEier
dalam kajian geologi regional atau studi lingkungan

untuk melakukan kegiatan penyelidikan.

dasar.
Konsultan Geologi / Tim Ahli | Kontraktor Pengeboran & Laboratorium
@ Tgnagaahll profesional atau konsultan |_ndependen yang @ Pihak ketiga yang disewa oleh perusahaanuntuk
disewa untuk menyusun dokumen teknis dan melakukan operasional lapangan seperti pengeboran
menganalisis data geologi. lubang bor dan pengujian kualitas sampel batubara.
Contoh Kegiatan PPh Terutang
Aspek JasaKonsuItang PPh Pgsal 21,23 _ PPN
T e JasaKonstruksi PPhFinal Konstruksi PPN
Py Jasa Teknik PPhPasal 21, 23 PPN
JasaSurvei PPhPasal 21, 23 PPN
Studi
Kelayakan

1 WWWpajakgOld



Aspek Perpajakan Berdasarkan Kegiatan 21

OPERASI PRODUKSI (KONSTRUKSI)

Kegiatan UsahaPertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi,
termasuk pengendalian dampak lingkungan

Contoh Kegiatan

A Persiapan dan Pembersihan Lahan (Land Clearing): Pembersihanareadari vegetasi dan pepohonan agar lahan siap untuk dibangun fasilitas.

A Pembangunan Infrastruktur Utama: Pembuatan jalan tambang (hauling road), jembatan, dan areaperkantoran.

A Pembangunan Fasilitas Operasional : Mendirikan bangunan seperti bengkel (workshop), mes karyawan, fasilitas komunikasi, dan gudang bahan peledak.
A Pembangunan Instalasi Pengolahan : Mempersiapkan areauntuk peremukan (crushing) dan pencucian batu bara.

A Pengadaan Fasilitas Pendukung : Pembangunan saranapenyediaan air bersih, instalasi listrik, dan sistem pengelolaan air limbah (water management).

Pihak yang Terlibat

Pemerintah (Pusat & Daerah) Kontraktor Konstruksi Pengusaha Masyarakat Lokal & Tokoh
Berperan sebagairegulator dan JasaPertambangan (EPC) Adat

@ pemberi 1zin UsahaPertambangan @ Pihak ketiga yang memenangkan @ Pihak terdampak yang
(IUP)atau Izin UsahaPertambangan tender untuk merancang, dilibatkan dalam sosialisasj
Khusus(lUPK). membangun, dan menyelesaikan rekrutmen tenaga kerja lokal,

fasilitas (rekayasg pengadaan, dan dan pembebasan lahan.
Perusahaan Pertambangan konstruksi).
(Pemegang IUP/IUPK)

@ Berperan sebagairegulator dan Konsultan Lingkungan & Perencana Contoh Kegiatan PPh Terutang
pemberi Izin Usaha Bertugas menyusun dokumen Amdal, Aspek JasaKonstruksi PPhFinal Konstruksi PPN
Pertambangan (IUP)atau Izin @ memantau tata ruang, dan Perpajakan Jasa Teknik PPhPasal 21, 23 PPN
UsahaPertambangan Khusus memastikan konstruksi mematubhi JasaKonsultansi PPhPasal 21, 23 PPN

(IUPK). kaidah perlindungan lingkungan.
www.pajak.go.id




Aspek Perpajakan Berdasarkan Kegiatan

OPERASI PRODUKSI (PENAMBANGAN & PENGOLAHAN)

sesuaidengan permintaan pasar atau spesifikasiindustri.

Contoh Kegiatan
A Pembersihan Lahan (Land Clearing): Membersihkan areadari vegetasi dan pohon.

22

kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya serta Prosespeningkatan mutu batubara agar

A Pengupasan Tanah Penutup (Overburden Removal): Menggali dan memindahkan tanah atau batuan penutup agar lapisan batubara tersingkap.

A Pembongkaran & Penggalian Batubara (Coal Getting): Mengambil batubara dari lapisan tanah menggunakan alat berat (excavator).

A Pemuatan & Pengangkutan (Loading & Hauling): Memuat batubara ke dalam truk dan mengangkutnya ke tempat penumpukan sementara (stockpile)
A Pengolahan : Peremukan (coal crushing), pencucian (coal washing),pencampuran (coal blending), dan penggerusan.

Pihak yang Terlibat

PPh Terutang Keterangan

PPhPasal 23 PPN

Dikerjakan sendiri oleh Perusahaan
PPhPasal 23 PPN Pertambangan

Dikerjakan sendiri oleh Perusahaan
PPhPasal 23 PPN Pertambangan

Pemerintah (Pusat & Daerah) Perusahaan jasa pertambangan
Pemegang wewenang penerbitan Pihak ketiga yang disewa untuk AS pek

@ Wilayah Izin UsahaPertambangan @ melaksanakanpekerjaan teknis Perpajakan
(WIUP) danlzin UsahaPertambangan spesifik, seperti pembukaan lahan,
(IUP)berdasarkan UU No 3 Tahun pengupasan tanah, atau penyediaan Contoh Kegiatan
2020, serta melakukan pengawasan armada alat berat. JasaPertambangan
Perusahaan Pertambangan Sewa Alat Berat
(Pemegang IUP)

@ Badanusaha (BUMN atau Sewa AlatAngkut

Swastg yang memiliki legalitas,
modal, dan hak untuk mengelola
wilayah pertambangan.

Sewa Alat Hauling

Dikerjakan sendiri oleh Perusahaan
PPhPasal 23 PPN Pertambangan

www.pajak.go.id



Kontrak Pengusahaan Batubara

23

Pemilik tambang,
Pihak yang selaku pemegang ijin Perusahaanjasa pertambangan;
berkontrak pertambangan (PKP2B
atau IUP)
KONTRAK KERING KONTRAK BASAH

APemilik tambang menyediakan fuel dengan batasan tertentu
untuk digunakan perusahaanjasapertambangan;

ADalam pekerjaannya, perusahaanjasapertambangan
menyediakan sendiri fuel dan penggunaannya menjadi

AJikapemakaian melebihi batasan (fuel consumption > fuel tanggung jawabnya;

allowance), perusahaanjasa pertambangan diharuskan
membayar (back charge)sebesarkelebihan;

& ; ¢ ) € i
ﬂ' 2 o | 66”’3'

Terkait kontrak kering, pembayaran back charge merupakan
objek PPN dan tidak boleh di net -off dengan tagihan jasa
pertambangan .

PEMILIK TAMBANG

KONTRAKTOR PEMILIK TAMBANG KONTRAKTOR

www.pajak.go.id



Kontrak Pengusahaan Batubara

PENDEKATAN STRIPPINGRATIO

SR=10 (artinya setiap 10 bcmm OB maka akan dihasilkan 1 ton batubara)
Bila diketahui bahwa harga batubara per 1 bcm adalah $1
Nilai produksi batubara bila terdapat 1.000 ton OB sebesar1000/10= 100x $1 = $ 100

O

PENDEKATAN FUEL RATIO

Q

FR=1:1 6etiap 1 It fuel akan menghasilkan 1 bcm batubara)
Bila konsumsi aktual fuel sebesar1.000 It
Jumlah produksi batubara sebesar1.000 bcm atau setaradengan 100 ton batubara (SR=10)

BCM OB : Bank Cubic Meter of OverburdsatuanBatubaradalamkondisinatural dialam belumdilakukanpenggalian

24
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Aspek Perpajakan Berdasarkan Kegiatan 25

OPERASI PRODUKSI (PENGANGKUTAN & PEMASARAN)

Kegiatan memindahkan batubara dari area penambangan (stockpile) ke pelabuhan (port), lalu dikirim (didistribusikan)
menggunakan tongkang atau kapal ke pembeli domestik maupun luar negeri, serta melakukan strategi penjualan.

Contoh Kegiatan

A Pengangkutan Jalan Umum/ Khusus (Coal Transport): Pengangkutan batubara dalam skalabesar dari stockpile menuju pelabuhan (port transshipment). Moda
yang digunakan meliputi jalan khusus batubara (private hauling route), jalan umum (jika diizinkan), jalur kereta api, atau conveyor belt.

A Angkutan Laut/Sungai (Barging & Transshipment):  Memindahkan batubara dari pelabuhan muat menggunakan tongkang (barge) ke kapal kargo yang lebih
besar untuk pengiriman jarak jauh atau ekspor.

A Komersialisasi & Kontrak : Perusahaantambang melakukan negosiasidan membuat Perjanjian Jual Beli Batubara (PIJBBhaik untuk pasar domestik (seperti PLN)
maupun pasar ekspor (seperti ke Tiongkok, Jepang, atau India).

A Penetapan Harga: Harga jual sangat dipengaruhi oleh nilai kalori (kualitas batubara), indeks harga batubara internasional/ domestik, serta regulasi pemerintah
seperti Harga BatubaraAcuan (HBA).

A Distribusi (Trading): Memastikan batubara dikirim sesuaispesifikasi jumlah, dan jadwal yang disepakati dalam kontrak.

A Perencanaan DMO

Pihak yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pemegang UP Ak Contoh Kegiatan PPh Terutang

Operasi Produksi (IUP OP) atau IUPK Pengangkutan dan Penjualan . P P K JasaPelayaran PPhFinal Pasal 15 PPN
erpajakan

Pelakuusahaharus memiliki KBLI yang relevan (misalnya KBLI 46610 Sewa AlatAngkut PPhPasal 23 ELEIN

untuk perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas). JasaKonsultansi PPhPasal 21, 23 PPN

1 WWWpajakgOld



Kontrak Pengangkutan Batubara

Asal Batubara

Wilayah Penambangan

Tujuan Pengangkutan

Stockpile

Stockpile

Transhipment Point

Tongkang

Mother Vessel

Mother Vessel

EksporNegara Tujuan

Floating Crane

Mother Vessel

Pembedaan transaksi tersebut dikenakan :

26

A PPh Pasal 15 (JasaPelayaran Dalam Negeri/Luar Negeri);

atau

A PPh Pasal 23 (sewa atau penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta)
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Skema Penjualan Batubara

IUP/PKP2B/IUP
K

IUP/PKP2B/IUPK

IUP/PKP2B/KK/
IUPK

27

Domestik PLN

- Domestik Lainnya

Ekspor

Domestik Smelter

Domestik PLN

Domestik Lainnya

www.pajak.go.id



Titlk Penjualan Batubara

PER MEN ESDM 9Tahun 2025

Free on Board
(FOB) Vessel

Free along side
the ship (FAS)

Free on Board
(FOB) Barge

Titik penjualan lain:

ASampai pelabuhan pengguna akhir secaraCost Insurance Freightatas Cost and Freight

ADi lokasi pembangkit listrik mulut tambang

Apenjualan satu pulau dengan menggunakan moda transportasi darat sampai dengan fasilitas
penyimpanan batubara milik pengguna akhir

28
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Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 29

S ke m a. Pe nJ u al a. n B atu b a. ra, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

DO M ESTI K Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025
tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk PenjualanKomoditas Mineral Logam dan

Batubara

Domestic Market Obligation (DMQO) dengan Persentase 25% dari realisasi produksi batubara pada tahun berjalan .

Harga BatubaraAcuan berdasarkan kualitas batubara
Harga Jual Batubarauntuk penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan umum

Harga Jual Batubarauntuk penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan bahan baku/ bahan bakar industri dalam
negeri selain industri Pengolahan dan/ atau Pemurnian Logam

Harga Batubara Acuan (dalam kesetaraannilai kalori 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 12,26% (dudelas koma dua puluh enam persen), Total Sulphur 0,66%
(nol koma enam puluh enam persen)), dan Ash 7,94% fujuh koma sembilan puluh empat persen), sebagai berikut: HBA = (0.7*x1) + (0.3*x2) [US$/ton]

Keterangan:
a) HBA = Harga Batubara Acuan [US$/ton]

b) x1 = Rata-ratatertimbang volume harga jual Batubara padatitik serahsecaraFree on Board Vessel (FOB Vesseallalam kesetaraanspesifikasiHBA dengan
rentang sampel kalori 6.100 6 6.500 kcal’/kg GAR padaminggu keempat dua bulan sebelumnya sampai dengan minggu pertama bulan sebelumnya
[US$/ton]

C) x2 = Rata-ratatertimbang volume harga jual Batubara padatitik serahsecaraFree on Board Vessel (FOB Vessetlalam kesetaraanspesifikasiHBA dengan

rentang sampel 6.100 6 6.500 kcal/kg GAR padaminggu kedua sampai dengan minggu ketiga dua bulan sebelumnya[US$/ton]

www.pajak.go.id



Domestic Market Obligation (DMO) 30

SANKSI DAN DENDA ATAS DMO TIDAK TERPENUHI

A Sanksi Larangan Ekspor: Perusahaan yangtidak memenuhi kuota DMO akan
dikenakan sanksiberupa pelarangan ekspor batubara hingga kewajiban DMO
mereka terpenuhi.

A Denda dan Dana Kompensasi: Perusahaan yangrealisasipasokan domestiknya
kurang dari kewajiban juga diwajibkan membayar denda atau dana kompensasi
sesuaidengan volume kekurangan pasokan DMO yang ditetapkan oleh

Kementerian ESDM

Dana Kompensasi = A X (P-R)

Keterangan:
A : TarifKompensasi(USD/ton) berdasarkan kualitas batubara dan perubahan Harga Batubara Acuan (HBA)

P :Kewajiban penjualan Batubara untuk kebutuhan dalam negeri (ton) berdasarkanpersentasekewajiban penjualan untuk kebutuhan
dalam negeri terhadap jumlah realisasiproduksi batubara pada tahun berjalan;
R :Realisasipemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (ton).

1 WWWpajakgOld



Pembentuk Harga Batubara

Per Men ESDM 11Tahun
2020 tentang perubahan
ketiga atas Per Men ESDM
No.7 Tahun 2017 tentang

0 Tat aPe@tapaaHarga
Patokan Mineral Logam dan
Batubarabo

(@aﬁ’ndo S&P Global

PT COALINDO ENERGY Pl-atts

llllllllllllllllllllllll

ANilai Kalori Batubara (calorific value)
AKandungan air (moisture content)
AKandungan belerang (sulphur content)

AKandungan Abu (ash content)

31

Kualitas:

CV :6.322 GAR
™ : 8%

TS :0,8%ar
Ash : 15%ar

HPB
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Skema Penjualan Batubara

EKSPOR

Bank Devisa dan DJBG@dalah Pemungut PPhPasal 22atas::
A impor barang; dan
A ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam,
dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh
eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang
terikat dalam perjanjian kerjasamapengusahaan
pertambangan dan Kontrak Karya;

Badan usahayang melakukan pembelian komoditas
tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan
logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha
pertambangan

Penunjukan pemungut PPh Pasal 22 ini dilakukan tanpa
penerbitan surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

PeraturanMenteri KeuangarNomor41/PMK.010/2022Iahun
2022tentangPerubaharkKeduaatasPeraturanMenteri Keuangan
Nomor34/PMK.010/201tentangPemungutarPajakPenghasilan
Pasal 25ehubungaibenganPembayararatasPenyerahan
Barang darKegiatardi Bidangimpor atau KegiatanUsaha di
BidangLain

32
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PeraturanMenteri KeuangarNomor41/PMK.010/2022Iahun
2022tentangPerubaharkKeduaatasPeraturanMenteri Keuangan 33

S ke m a, Pe nj u al an B atu bara Nomor34/PMK.010/201tentangPemungutarPajakPenghasilan

Pasal 25ehubungaibenganPembayararatasPenyerahan
Barang darKegiatardi Bidangimpor atau KegiatanUsaha di

E KS PO R BidangLain

Besarnyapungutan Pajak PenghasilanPasal 22ditetapkan sebagai berikut :

A Ekspor komoditas tambang batubara , mineral logam, dan mineral bukan logam , sesuaiuraian barang dan pos tarif/Harmonized System
(HS)sebagaimanatercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali
yang dilakukan oleh Wajib Pajak yangterikat dalam perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya,sebesar

1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor;

A Atas pembelian batubara , mineral logam, dan mineral bukan logam , dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha
pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar

1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Nilai ekspor sebagaimanatercantum dalam Pemberitahuan EksporBarangadalah nilai Free on Board (FOB) yandercantum
pada Pemberitahuan PabeanEkspor, termasuk Pemberitahuan PabeanEksporyang nilai ekspomyatelah dibetulkan. (Pasal 2
ayat (3) PMK34/PMK.010/2017)

Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPhdalam tahun
berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut . (Pasal 9ayat (1) PMk34/PMK.010/2017)
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PeraturanPemerintan(PP)Nomor78

Aspek Perpajakan Berd asarkan Keglatan Tahun2010tentangReklamasDan 34

Pascatambang

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secarasistematis untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan sosial di bekas wilayah pertambangan
setelah operasi berakhir. Ini mencakup penataan lahan, revegetasi (penanaman kembali), dan pemantauan kualitas lingkungan jangka panjang.

Contoh Kegiatan

1. Contoh Kegiatan Reklamasi (Saat Tambang Berjalan)

A Penataan Lahan (Landscaping): Meratakan atau membentuk ulang tanah
bekas galian dan menutup lubang tambang (void) menggunakan lapisan
tanah atas (topsoil) atau humus.

A Pengendalian Erosi: Pembuatan saluran drainase dan terasering untuk
mencegah longsor dan mengurangi aliran air limpasan.

A Revegetasi: Penanamankembali lahan bekastambang menggunakan

tanaman pelindung cepat tumbuh seperti sengon laut, trembesi, jabon, atau
kayu putih.

2. Contoh Kegiatan Pascatambang (Saat Operasi Berhenti )
A Dekomisioning : Pembongkaran dan pembersihan seluruh fasilitas, Aspek
bangunan, serta peralatan bekas operasional pertambangan. :
A Pemantauan Kualitas Lingkungan : Pengecekanrutin secaraberkala Perpajakan
terhadap kualitas air (pH dan logam berat), udara, serta kestabilan tanah dan

_ _ ot Contoh Kegiatan PPh Terutang
Ierer_1g.P(_em_anfaatan Lahan Bekas TambangMeng_aI|hfung5|kan Iahar_m menjadi JasaPelayaran PPhFinal Pasal 15 PPN
destinasi W|sat_a, areahutan kota, kawasanpertanian terpadu (agrowisata), Sewa AlatAngkut PPhPasal 23 PPN
atau sumber air danau/waduk. JasaKonsultansi PPhPasal 21, 23 PPN

1 WWWpajakgmd



REKLAMASI DAN PASCATAMBANG 35

)

O
@
O
O
O
O,

Pelaku Utama (Pemegang IUP dan IUPK)

Perusahaan TambangMemiliki kewajiban hukum untuk melaksanakanreklamasisejak tahap eksplorasi dan
melakukan pascatambang setelah operasi berakhir. Mereka juga wajib menempatkan dana JaminanReklamasi
dan JaminanPascatambang

Eks Pemegang IUP
Berdasarkanregulasi, kewajiban memulinkan lahan tetap melekat pada eks pemegang izin meski masa
berlakunya telah berakhir atau dicabut.

Regulator dan Pengawas (Pemerintah )
Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM & KLHKMenetapkan kebijakan, mengevaluasilaporan, serta
memberikan sanksiadministratif hingga pidana bagi perusahaanyang lalai.

Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten /Kota)
Melakukan pengawasanlangsung, evaluasi hingga mengesahkandokumen rencanareklamasiyang diajukan
oleh badan usahadi wilayah mereka.

Pihak Pendukung dan Pelaksana TeknisPihak Ketiga (Kontraktor )
Ditunjuk oleh pemerintah atau perusahaanuntuk melakukan kegiatan reklamasi atau pascatambang,
khususnyajika pemegang IUP dinyatakan lalai atau tidak memenuhi kriteria keberhasilan.

Konsultan Lingkungan & Akademisi
Terlibat dalam penyusunan dokumen studi kelayakan, rencana reklamasiy pascatambang, serta audit
lingkungan untuk memastikan pemulihan ekosistem berhasil

Penerima Manfaat dan Pengawas Sosial Masyarakat Lokal
Pihak yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Berhak mendapatkan pemulihan fungsi lingkungan
(sosial, budaya, dan ekonomi) serta pelibatan dalam program pascatambang.

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Media

Berperan sebagai pengawas independen yang memantau kepatuhan perusahaandan menyuarakan aspirasi
masyarakatterkait dampak lingkungan
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Aspek Perpajakan Berdasarkan Kontrak /1zin

No JENIS KONTRAK/IZIN
PKP2B Perjanjian KaryaPengusahaan

Pertambangan Batubara) Generasil

Ketentuan Perpajakan
Nail-Down (ketentuan perundang-undangan saat kontrak dibuat), PajakPenjualan

(sales tax),PPhBadan 45%, lumpsum payment, PBBKB 7,5% (reimburse)

2 PKP2B Gen I+, |++ dan |l

PPhBadan Prevailing, PPN Prevailing, PN laktain prevailing, Pajak Daerah
Prevailing, PBB Prevailing

3 PKP2B Gen llitjpe 1)

PPh Badan Naddown 30%, PPN Prevailing, PN lainlain Prevailing, Pajak Daerah
Prevailing, PBB Prevailing

4 PKP2B Gen Ilit{pe 2) dan I+

PPh Badan Prevailing, PPN Prevailing, PN lailain prevailing, Pajak Daerah
Prevailing, PBB Prevailing

5 PKP2B Gen Il (tipe 3)

PPhBadan Naildown 30%, PPN Naitdown (Batubara sebagai BKP), PN lainlain

Prevaliling, Pajak Daerah Prevailing, PBB Prevailing

6 IUP/IUP PMA, IUP BUMN

PPhBadan Prevailing, PPN Prevailing, PN laktain prevailing, Pajak Daerah
Prevailing, PBB Prevailing

IUPK Kontrak PKP2B expired dandiberikan izin

baru)

?7? 6eharusnyamengikuti Prevailing Law)

36
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Kewajiban Perpajakan Sesual PP 15 Tahun 2022 37

R | SUMBANGAN |
A \| PERTAMBANGAN |_~>\
™Y o ‘&

Penyusutan Sumbangan Perbandingan Pemenuhan
dan dan/atau Biayadi antara Utang dan kewajiban

Amortisasi, Bidang Usaha Modal pemotongan
Pertambangan dan/atau

pemungutan
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Bagian '3

PBB NOP Tubuh Bumi Minerba

PMK 186/PMK.03/2019sttd PMK 234/PMK.03/2022tentang
KlasifikasiObjek Pajak dan Tata CaraPenilaianNJOP PBB



PBB NOP Tubuh Bumi Minerba

KLASIFIKASI OBJEK PAJAK

Pengaturan objek pajak bumi

PMK 186/PMK.03/2019 39

Pasal 3 s/d Pasal 8

Perhutanan
Perkebunan

Permukaan Bumi

l

Pertambangan Migas
Pengusahaan Pabum

PertambanganmMinerbda

Sektor Lainnya

\

A1
[ . Inner core

Offshore

“ Quter core

e
T

NS 100 kM

6.378 om

¥

> Pertambangan Migas
Pengusahaan Pabum

.

Onshore

Pertambangan Minerba
T

NOP

Tubuh Bumi

Pertambangan Migas
— Pengusahaan Pabum

PertambangamMinerhda
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TATA CARA PENETAPAN NJOP PBB MERRREEREE

Tubuh Bumi Operasi Produksi Minerba

Pasal 22
Tubuh Bumi Operasi Nilal Jual Pengganti (NJP)
Produksi Pendapatan bersih x Angka Kapitalisasi
Pendapatan bersih :  Pendapatan Kotor ¢ BiayaProduksi
Pendapatan kotor :  Hasil Produksi xHargadual
Hasil Produksi . jJumlah minerba yangdihasilkandalamtahunterakhir sebelumTahunPajakPBBterutang
Harga Jual * . Harga jual rata-rata minerba (jumlah penjualandibagi denganvolume penjualanminerbasatu tahun

terakhirsebelumTahunPajakP BBterutang)

Biaya Produksi . dengan kriteria:

(1)SesuadenganketentuanPPh

(2)Sesuadenganprinsipkewajarandankelazimarusaha

(3)Merupakanbiayayangsecardangsungoerkaitandengankegiatan
a) Pengupasaltapisantanah;, =>Kupas —
b) Pengambilarnasilproduksiminerbg =>Ambil
c) Pengolahaman/ataupemurnianhasilproduksiminerbg =>0Olah — KAOA
d) Pengangkutamasilproduksiminerba =>Angkut

Penilaian kewajaran Biaya Produksi dan Harga Jual dilakukan oleh Penilai Paja



Poin Perubahan Penetapan Harga Patokan Batubara 41

Perdirjen Minerba
515.K/32/DJB/2011

Menteri ESDM menetapkan Harga
BatubaraAcuan

HBA digunakan untuk perhitungan
HPB Price Marker yardkandigunakan
untuk perhitunganHPB

Kepmen ESDM Nomor
41.K/MB.01/MEM.B/2023

Menteri ESDM menetapkan Harga
BatubaraAcuanl, I

HBA I, lldigunakan untuk
perhitunganHPB

Kepmen. ESDM
227.K/IMB.01/MEM.B/2023

Menteri ESDM menetapkan Harga
BatubaraAcuanl, Il, Ill,

HBA |, I, llldigunakan untuk
perhitungan HPB
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Poin Perubahan Penetapan Harga Patokan Batubara

Perdirjen Minerba
515.K/32/DJB/2011

Formula Perhitungan di
bedakanberdasarkan

1. Kalori>4200

2. Kalori<=4200 TM<40

Berlaku 24 Maret 2011

Kepmen ESDM Nomor
41.K/MB.01/MEM.B/2023

Formula Perhitungan di
bedakanberdasarkan

. Kalori>6.000

. Kalori>5.200s.d.6000

. Kalori>4200s.d.5200
Kalori<=4200 TM<40
Kalori<=4200 TM>=40

OB WN R

27 Februari 2023

Kepmen. ESDM
227.K/IMB.01/MEM.B/2023

Formula Perhitungan di
bedakanberdasarkan

. Kalori>6.000

. Kalori>=5.300s.d.6000
. Kalori>4100s.d.<5.300
Kalori>3400s.d.<4100
Kalori<=3400

ODwN Rk

11 Agustus 2023
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Bagian 4

Dasar Pengisian HPB Oleh WP



epnbpminerba.esdm.go.id

Royalti Provisional

Pembayaran Royalti
Provisional

3 - Py - = Y g - —
Pembavaran Rovaltl Provisiona

DATA |HANSAKS]

Hontrak Penjualan

Jenis Tambang

Tanggal Bayar

Komoditas yang dijual *

Harga Batubara DMO

Metode Pembayaran *

Rencana Tanggal Pengapalan

Hure Bl

LAITREITIT AL

f-'{p il

Opan Pit

B 0208

Batubara

[1dak

IDRH

301052018

1513300

Cek Kurs Bl

Untuk mengisi data
transaksi : tanggal

pengapalan, jenis
penjualan,
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BIAYA PENYESUAIAN

Titik Penjualan FOB Vesse
Untuk mengisi data
Barging : )
transaksi : biaya
Ukuran Tengkang 270 feet PE“?ESUEian
Jarak Tempuh 100 Mautical Miles
Hurs Tengah 15.133.00 IDR
oyalti Provisional . . - -
yor - Biaya Barging Perusahann 40.000 DR - fTan
embayaran Royalti
JELE Total Biaya Barging Perhitungan 0 IDR
Transhipment
Kurs Tengah 15.133,00 IDR
Biaya Transhipment Perusahaan 20.000 IDR - fTan
Total Biaya Transhipment 0 IDR

Perusahaan
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